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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK                

NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

KESEHATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang :  ̀a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat, perlu melakukan peningkatan 

dan pengembangan terhadap seluruh sumberdaya 

organisasi pada unit kerja yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan masyarakat; 

b. bahwa sebagaimana hasil uji kelayakan pada unit kerja 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, 

dengan berdasar pada kriteria dan persyaratan yang telah 

ditetapkan sebagaimana diatur dalam pedoman standar 

puskesmas rawat inap, dinilai bahwa Puskesmas 

Ngulankulon telah memenuhi persyaratan untuk 

ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Kesehatan 

Masyarakat Perawatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; 
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Mengingat  :   1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua  atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

199); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR  81 TAHUN 
2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS KESEHATAN. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Angka 10 Lampiran I dalam Peraturan Bupati 

Trenggalek  Nomor   81  Tahun  2012  tentang  Organisasi  dan 

Tata  Kerja  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Trenggalek  Nomor 40 Tahun 2015 



- 4 - 
 

tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati  Trenggalek  Nomor 

81 Tahun 2012 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2015 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 
 

Ditetapkan di Trenggalek 
Pada tanggal  14 April 2020 
BUPATI TRENGGALEK 

            TTD 
MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 
Pada tanggal 14 April 2020 
    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK 
          TTD 
        JOKO IRIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2O20 NOMOR 12 

 

 

   

NO 
KECAMATA

N 

NAMA 

PUSKESMAS DAN 

NOMOR KODE 

WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS 

PEMBANTU 
POLINDES PONKESDES 

1 2 3 4 5 6 7 

10 POGALAN POGALAN 

35.03.10.01 

Perawatan 

1. BENDOREJO 

2. KEDUNGLURAH 

3. WONOCOYO 

4. NGADIREJO 

5. NGADIRENGGO 

6. NGETAL 

1. KEDUNGLURA

H 

2. WONOCOYO 

3. NGADIREJO 

4. NGADIRENGGO 

 

1. KRANDING 

2. NGADIRENGGO 

3. WONOCOYO 

4. NGADIREJO 

 

 

1. NGETAL 

  NGULANKULON 

35.03.10.02 

Perawatan 

1. GEMBLEB 

2. POGALAN 

3. NGULANKULON 

4. NGULANWETAN 

1. GEMBLEB 1. NGULANWETAN 

2. GEMBLEB 

1. POGALAN 

2. NGULANWE

TAN 


